
BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan:

1. Implementasi fungsi pengawasan DPRD dalam pengelolaan APBD di Kabupaten

Buol, dikaji dari Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi telah dilaksanakan oleh

DPRD sebagai salah satu fungsi yang melekat dalam diri dalam pengelolaan

APBD Kabupaten Buol namun belum optimal, karena masih terdapat beberapa

permasalahan yang terjadi di lapangan khususnya bidang pembangunan jalan,

terutama jalan yang ada dalam perkotaan serta jalan-jalan kantong produksi

sebagai sarana bagi masyarakat untuk lebih meningkatkan perekonomiannya,

karena jalan kantong produksi sangat dibutuhkan bagi masyarakat petani, dan

produk pembentukan kebijakan yang menjadi tanggungjawab dari Komisi-

komisi yang harus lebih aktif dalam melakukan pengawasan terkait dengan OPD

tehnis sebagai pelaksana dan Bapemperda DPRD sebagai pembentuk produk

kebijakan.

2. Faktor-faktor yang menentukan keberhasilan fungsi pengawasan DPRD dalam

pengelolaan APBD di Kabupaten Buol dikaji dari aspek: a). Komunikasi, b).

Sumber Daya, c). Disposisi, d). Struktur birokrasi telah dilaksanakan akan tetapi

masih belum optimal karena sumber daya yang dimiliki anggota DPRD masih

minim, khususnya pada latar belakang pendidikan sehingga berimplikasi pada



cara pandang/penilaian terhadap optimalisasi pelaksanaan fungsi DPRD dalam

pengelolaan APBD

5.2 SARAN

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian di atas, adapun saran dalam

penelitian ini adalah:

1. Pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD perlu dioptimalkan kembali, dan

terjalinnya Kerjasama antar eksekutif, legislative dan yudikatif dalam menangani

persoalan yang terjadi di lapangan

2. Perlunya peningkatan sumber daya manusia bagi anggota DPRD sebagai salah satu

penunjang dalam mengevaluasi segala bentuk permasalahan yang mungkin akan

terjadi, seperti Pelatihan untuk meningkatkan Kapasitas Anggota DPRD,

Bimbingan Teknis tentang Pengelolaan Keuangan berdasarkan regulasi yang

berlaku, serta Diklat dan workshop lainnya yang tujuannya untuk lebih

memaksimalkan tingkat fungsi pengawasan dan memberikan nilai positif untuk

peningkatan sumber daya yang ada di DPRD Kabupaten Buol.

3. Dalam hal kebijakan, Pemerintah Daerah perlu mengklasifikasi permasalahan yang

terjadi di masyarakat, serta produk kebijakan yang dibuat senantiasa

mempertimbangkan kondisi lingkungan dan daya dukung masyarakat, agar

program kebijakan yang dihasilkan memberikan output yang diharapkan.
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